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Abstrak

Sebagai subjek hukum, dalam melakukan kegiatan bisnis, setiap korporasi berkewajiban menjaga
keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dengan cara mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan
melampaui baku mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Faktanya, ada berbagai korporasi
yang lahannya terbakar, mengakibatkan pencemaran/kerusakan melampaui baku mutu/kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban mutlak
korporasi sebab kebakaran lahan mengakibatkan pencemaran/kerusakan melampaui baku
mutu/Kkriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, penelitian ini membahas
lebih lanjut mengenai penerapan, kendala, dan solusi guna penerapan pertanggungjawaban mutlak
terhadap korporasi sebab kebakaran lahan mengakibatkan pencemaran/kerusakan melampaui baku
mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
normatif, dengan metode juridis normatif holistik, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian
mensimpulkan bahwa belum semua Hakim lembaga peradilan umum menerapkan
pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab kebakaran lahan mengakibatkan
pencemaran/kerusakan melampaui baku mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ada 4
(empat) kendala dan 7 (tujuh) solusi guna penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi
sebab kebakaran lahan mengakibatkan pencemaran/kerusakan melampaui baku mutu/kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Kebakaran, Lingkungan.

Abstract
As a legal subject, in carrying out business activities, each corporation is obliged to maintain the
sustainability of environmental functions, by preventing pollution / damage from exceeding the quality
standards / standard criteria for environmental damage. In fact, there are various corporations whose
land is burned, resulting in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for
environmental damage. This study discusses the absolute responsibility of corporations because land fires
result in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental
damage. In connection with this, this study discusses further about the application, constraints, and
solutions to the application of absolute responsibility to corporations because land fires result in pollution
/ damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. This study uses a
type of normative legal research, with a holistic normative juridical method, and is descriptive analytical.
The results of the study concluded that not all Judges of the public justice institutions applied absolute
responsibility to corporations because land fires resulted in pollution / damage exceeding the quality
standards / standard criteria for environmental damage. There are 4 (four) constraints and 7 (seven)
solutions to the application of absolute responsibility to corporations because land fires result in pollution
/ damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage.
Keywords: Accountability, Corporation, Fire, Environment.
How to Cite: Naldo, RA.C. & Purba, M. (2018). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan
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PENDAHULUAN
Lingkungan hidup yang baik dan
sehat merupakan hak konstutisional dan

Hak Asasi Manusia/HAM bagi setiap
Warga Negara Indonesia/WNI. Hal
tersebut ditegaskan berdasarkan

ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945/UUD 1945, dan Pasal 9 ayat
(3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia/UU Nomor 39
Tahun 1999. Untuk itu maka Pemerintah,
dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban melakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
agar lingkungan hidup di Indonesia dapat
tetap menjadi sumber dan penunjang
hidup bagi seluruh WNI dan makhluk
hidup lain.

Kegiatan bisnis sangat banyak
dilakukan orang (manusia maupun
korporasi) di Indonesia. Bisnis merupakan
kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang
secara teratur dan berkelanjutan, dengan
tujuan  akhir = untuk  mendapatkan
keuntungan. Salah satu kegiatan bisnis
yang dilakukan korporasi di Indonesia,
yang berkaitan erat dengan lingkungan
hidup adalah bisnis perkebunan kelapa
sawit.

Sebagai  subjek  hukum  yang
merupakan  penyandang hak dan
kewajiban hukum/drager van het recht en
plicht, dalam melakukan kegiatan bisnis,
berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf b
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup/UU Nomor 32 Tahun
2009, setiap korporasi berkewajiban
menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan
hidup, dengan cara mencegah terjadinya
pencemaran/kerusakan melampaui baku
mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

Kebakaran lahan korporasi dapat
mengakibatkan terjadinya
pencemaran/kerusakan melampaui baku
mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan
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hidup. Untuk itu berdasarkan ketentuan
Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor
39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan/UU
Nomor 39 Tahun 2014, dalam melakukan
kegiatan bisnisnya setiap korporasi
dilarang membuka dan/atau mengolah
lahan dengan cara membakar. Fakta dalam
pelaksanaan kegiatan bisnis, ada berbagai

korporasi yang lahannya terbakar
mengakibatkan = pencemaran/kerusakan
melampaui baku mutu/kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup, yang lebih
lanjut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Korporasi yang Lahannya Terbakar
Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan
Melampaui Baku Mutu/Kriteria Baku Kerusakan

Lingkungan Hidup
NO NAMA LUAS LAHAN TAHUN
KORPORASI  YANG
TERBAKAR
1 PT. KA +1000 Ha 2012
2 PT. SPS 11 1200 Ha 2012
3 PT. NSP 3000 Ha 2014
4 PT. RKK 591 Ha 2015
5 PT. WA]J 1802 Ha 2015

Sumber Dihimpun Dari Berbagai Berita Media
Elektronik

Dengan terjadinya
pencemaran/kerusakan melampaui baku
mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup sebab kebakaran lahan, berdasarkan
ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun
2009 merupakan Perbuatan Melawan
Hukum/PMH, dan menimbulkan
konsekuensi berupa pertanggungjawaban
mutlak  terhadap  korporasi  untuk
membayar ganti rugi atas kerugian
lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan.

Untuk mendapatkan pembayaran
ganti rugi dari korporasi, dapat dilakukan
dengan cara mengajukan gugatan PMH,
yang gugatan tersebut dapat diajukan
Pemerintah, Pemerintah Daerah (propinsi,
kabupaten/kota), masyarakat, maupun
organisasi lingkungan hidup. Ganti rugi
dibayarkan korporasi pasca adanya
putusan Hakim lembaga peradilan umum,
yang telah berkekuatan hukum tetap dan
pasti/inkracht van gewijsde, yang salah
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satu isi putusannya menghukum korporasi
bertanggung jawab mutlak membayar
ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup
yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian  hukum  normatif, yakni
penelitian yang berdasarkan berbagai
norma hukum dalam peraturan
perundang-undangan maupun berbagai
putusan pengadilan (Soemitro, 1988).
Metode yang digunakan adalah metode
juridis normatif holistik. Penelitian ini
bersifat deskriptif analitis. Data penelitian
ini seperti lazimnya penelitian hukum
normatif, yaitu mempergunakan data
sekunder, baik dalam bentuk bahan
hukum primer, sekunder, maupun tertier,
sebagai data utama/pokok penelitian
(Soekanto, 1986).

Data yang digunakan hanya sebagai
suplemen penelitian. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi library research,

yaitu pengumpulan data dokumen,
literatur dan mempelajari ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang

terkait dengan permasalahan yang akan
dijawab dalam penelitian ini. Seluruh data
yang sudah diperoleh dan dikumpulkan
selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis
secara kualitatif, kemudian diuraikan
kembali untuk disajikan secara sistematis,
sehingga menghasilkan pembahasan yang

dapat digunakan untuk menjawab
permasalahan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,

menentukan bahwa: “Indonesia adalah
negara hukum”. Sebagai negara hukum,
Pemerintah mengakui dan melindungi
HAM setiap WNI. Perlindungan HAM
merupakan salah satu prinsip pokok yang
menjadi pilar utama penyangga negara
hukum (Jimly Asshiddiqie, 2012: 132).
Perlindungan @HAM yang diberikan
Pemerintah merupakan perwujudan dari
perlindungan hukum bagi setiap WNL
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Fitzgerald, menjelaskan Teori
Perlindungan Hukum, bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan
dalam masyarakat karena dalam suatu lalu
lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan  tertentu hanya dapat
dilakukan dengan cara membatasi
berbagai kepentingan dilain  pihak.
Kepentingan hukum adalah mengurusi hak
dan kepentingan manusia, sehingga
hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
menentukan kepentingan manusia yang
perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan
hukum harus melihat tahapan yakni
perlindungan hukum lahir dari suatu
ketentuan hukum dan segala peraturan
hukum yang diberikan oleh masyarakat
yang pada dasarnya merupakan
kesepakatan masyarakat tersebut untuk
mengatur hubungan perilaku antara
anggota-anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan Pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan
masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006: 54).

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 H
ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 9 ayat (3) UU
Nomor 39 Tahun 1999, hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak konstutisional dan HAM
bagi setiap WNIL Untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi
setiap WN], Pemerintah maupun
Pemerintah Daerah wajib melakukan
upaya penegakan hukum. Penegakan
hukum merupakan penserasian hubungan
berbagai nilai yang telah dijabarkan dalam
berbagai kaidah, pandangan yang mantap
dan dijawantahkan dalam sikap tindak
sebagai rangkaian dari penjabaran nilai

tahapan  akhir = guna  menciptakan
kedamaian dalam pergaulan hidup
(Soerjono Soekanto, 1983: 3).

Berdasarkan Teori Keadilan
Interaktif/Interactive Justice Theory, ada
suatu  kewajiban  hukum  ataupun
pertanggungjawaban hukum/legal

responsibilities terhadap setiap tindakan
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interaktif. Dengan kata lain ada suatu
tanggung jawab setiap orang kepada orang
lain sebagai konsekuensi hukum adanya

penghargaan yang sama terhadap
kebebasan eksternal setiap orang/right to
equal external freedom.

Terbakarnya lahan korporasi
(kesengajaan maupun kelalaian)
mengakibatkan = pencemaran/kerusakan
melampaui baku mutu/kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup berdasarkan
Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009

merupakan PMH, dan menimbulkan
konsekuensi berupa pertanggungjawaban
mutlak  terhadap  korporasi  untuk
membayar ganti rugi atas kerugian

lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan, yang
penghitungan kerugiannya didasarkan
pada ketentuan dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Kerugian Lingkungan Hidup
Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup (Permen LH Nomor 7

Tahun 2014).

Untuk mendapatkan
pertanggungjawaban hukum, menjamin
perlindungan hukum, menciptakan

keadilan dan kepastian hukum akan hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
yang merupakan hak konstutisional dan
HAM bagi setiap WNI, terhadap berbagai
korporasi yang sebab kebakaran lahannya
mengakibatkan = pencemaran/kerusakan
melampaui baku mutu/kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah
melalui Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan
upaya penegakan hukum, dengan cara
mengajukan gugatan PMH.

Dalam hal diajukannya gugatan PMH,
KLHK tentunya berharap agar para Hakim
lembaga peradilan umum menerapkan
pertanggungjawaban mutlak terhadap
setiap korporasi, sehingga korporasi
membayar ganti rugi atas kerugian
lingkungan hidup yang terjadi. Fakta
proses  penegakan  hukum  melalui
pengajuan gugatan PMH oleh KLHK
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terhadap korporasi, dapat dilihat pada
Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, ditegaskan
bahwa terhadap PT. KA seluruh tingkatan
lembaga peradilan umum telah
menerapkan pertanggungjawaban mutlak.
Mahkamah Agung menolak upaya hukum
Kasasi yang diajukan, juga dengan dasar
penolakan bahwa UU Nomor 32 Tahun
2009 telah secara tegas mengadopsi
berbagai asas yang ada dalam Deklarasi
Rio De Janeiro 1992, yakni asas tanggung
jawab negara, asas keterpaduan, asas
kehati-hatian, asas keadilan, asas
pencemar membayar, asas partisipatif, dan
asas kearifan lokal (Febriana Firdaus,

2015).

Dalam perkara PT. KA, Hakim
Mahkamah  Agung telah membuat
Deklarasi Rio De Jeniero 1992 yang

merupakan soft law menjadi hard law.
Adopsi Hukum Internasional secara
langsung sebagai sumber hukum guna
memutus perkara merupakan cara yang
tepat dalam menggali dan mencari
keadilan. Hakim tentunya tidak boleh
menjadikan undang-undang sebagai satu-
satunya sumber hukum, karena masih ada
traktat, doktrin, jurisprudensi, konvensi,
maupun kebiasaan, yang kedudukannya
juga sama sebagai sumber hukum.

Keputusan Hakim dalam perkara PT.
KA telah sesuai dengan Teori Hukum
Responsif yang mengharapkan adanya
keberanian Hakim dalam menggali,
mencari, dan menerapkan Kkeadilan
sustantif, meskipun harus bertentangan
dengan undang-undang. Hukum harus
menawarkan sesuatu yang lebih dari pada
sekedar keadilan prosedural. Hukum yang
adil harus mengenali keinginan publik dan
berkomitmen bagi tercapainya keadilan
substantif.

Pasca adanya putusan Mahkamah
Agung yang telah berkekuatan hukum
tetap dan pasti, Pengadilan Negeri tidak
segera melakukan eksekusi putusan.
Bahkan dalam putusannya berdasarkan
perlawanan eksekusi yang diajukan PT. KA
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terhadap Pemerintah, Pengadilan Negeri
telah menganulir putusan Mahkamah
Agung, dengan dalih menegakkan hukum
yang seadil-adilnya terkait dengan luas

menimbulkan preseden buruk,
ketidakpastian hukum, dan mencoreng
wibawa lembaga peradilan umum dalam
proses penegakan hukum pada bidang

lahan yang terbakar

(Putri Rosmalia

Octaviani, 2018). Fakta tersebut tentunya

lingkungan hidup.

Tabel 2. Proses Penegakan Hukum Melalui Pengajuan Gugatan PMH oleh KLHK Terhadap Korporasi

NO Nama

Korporasi

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi

Mahkamah
Agung

1

2

3

4

5

PT. KA

PT.SPS 11

PT. NSP

PT. RKK

PT. WA]J

Pengadilan
Mengabulkan
Gugatan Ganti
Diajukan KLHK. PT. KA
Dihukum Membayar Ganti
Rugi Sejumlah Rp.
366.000.000.000,00-
Pengadilan Negeri
Mengabulkan Gugatan Ganti
Rugi yang Diajukan KLHK.
PT. SPS I  Dihukum
Membayar Ganti Rugi
Sejumlah Rp.
439.000.000.000,00-
Pengadilan Negeri
Mengabulkan Gugatan Ganti
Rugi yang Diajukan KLHK.
PT. NSP Dihukum Membayar
Ganti Rugi dan Tindakan
Pemulihan Lingkungan
Hidup Sejumlah Rp.
1.007.000.000.000,00-~ dan
Diwajibkan Untuk Membayar
Biaya Perkara Sejumlah Rp.
462.000,00-. Diwajibkan Pula
Untuk Membayar Uang Paksa
Rp. 50.000.000,00-  Atas
Setiap Hari Keterlambatan
Pengadilan Negeri Menolak
Gugatan Ganti Rugi yang
Diajukan KLHK. Menghukum
KLHK  Membayar Biaya
Perkara Sejumlah Rp.
954.000,00-

Negeri
Seluruh
Rugi yang

Pengadilan Negeri
Mengabulkan Gugatan Ganti
Rugi yang Diajukan KLHK.
Menghukum PT. WA]J
Membayar Ganti Rugi dan
Biaya  Pemulihan  Fungsi
Lingkungan Hidup Sejumlah
Rp. 466.000.000.000,00-

Pengadilan Tinggi
Menolak Upaya Hukum
Banding yang Diajukan
PT. KA

Pengadilan Tinggi
Membatalkan  Putusan
Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi
Menghukum PT. RKK
Membayar Ganti Rugi
Materiil Sejumlah Rp.
44.700.000.000,00- dan
Membayar Ganti Rugi
Biaya Pemulihan Fungsi
Ekologis Lahan Sejumlah
Rp. 147.000.000.000,00-
Pengadilan Tinggi
Menolak Upaya Hukum
Banding yang Diajukan
PT. WA]J, dan
Memperkuat ~ Putusan
Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung
Menolak  Upaya
Hukum Kasasi
yang Diajukan PT.
KA

Mahkamah Agung
Menolak  Upaya
Hukum Kasasi
yang Diajukan
KLHK.

Sumber: Dihimpun Dari Berbagai Berita Media Elektronik
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Perlawanan terhadap eksekusi yang
dilakukan PT. KA diindikasi bertujuan
untuk menunda pembayaran ganti rugi,
ataupun menghapus kewajiban membayar
ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup
yang terjadi ke kas negara. Perlawanan
terhadap eksekusi sebenarnya tidak boleh
menghentikan eksekusi putusan yang telah
ada ataupun menganulir seluruh titel
eksekutorial putusan sebelumnya yang
telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Terhadap PT. SPS 1I, ditegaskan
bahwa Pengadilan Negeri menerapkan
pertanggungjawaban mutlak. Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung tidak
menerapkan pertanggungjawaban mutlak.
Pengadilan Tinggi membatalkan putusan
Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung
menolak upaya hukum Kasasi yang
diajukan KLHK, dengan alasan putusan
Pengadilan Tinggi membatalkan putusan
Pengadilan Negeri (Arumingtyas, 2016).

Suatu putusan memang dapat
didasarkan pada keyakinan Hakim.
Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung yang membatalkan dan menolak
upaya hukum Kasasi yang diajukan KLHK,
jelas telah mengabaikan ketentuan Pasal
88 dan berbagai asas dalam UU Nomor 32
Tahun 2009, Doktrin In Dubio Pro Natura,
sehingga mencederai penegakan hukum
pada bidang lingkungan hidup.

Terhadap PT. NSP, ditegaskan bahwa
Pengadilan Negeri menerapkan
pertanggungjawaban mutlak dan telah
membuktikan bahwa Hakim berpegang
teguh pada Pasal 88 dan berbagai asas
dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, serta
Doktrin In Dubio Pro Natura. Walaupun
seperti itu, ada dissenting opinion dari
salah satu Hakim, yang menyatakan bahwa
kebakaran lahan bukan merupakan
kelalaian PT. NSP, akan tetapi merupakan
bencana alam (Lusia Arumingtyas, dan
Sapariah Saturi, 2016).

Terhadap PT. RKK, Pengadilan Negeri
tidak menerapkan pertanggungjawaban
mutlak, yang ditegaskan dengan

ditolaknya gugatan ganti rugi yang
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diajukan KLHK, dan dihukumnya KLHK
membayar biaya perkara. Berdasarkan
upaya hukum Banding yang diajukan
KLHK, Pengadilan Tinggi menerapkan
pertanggungjawaban mutlak, yang
ditegaskan dengan dihukumnya PT. RKK
untuk membayar ganti rugi atas kerugian
lingkungan hidup yang terjadi.

Terhadap PT. WA], Pengadilan Negeri
menerapkan pertanggungjawaban mutlak,
yang dibuktikan dengan dihukumnya PT.
WA] membayar ganti rugi atas kerugian
lingkungan hidup yang terjadi (Haris
Fadhil, 2016). Berdasarkan upaya hukum

banding yang diajukan PT. WA],
Pengadilan Tinggi juga menerapkan
pertanggungjawaban mutlak, yang

ditegaskan dengan diperkuatnya putusan
Pengadilan Negeri.

Berdasarkan berbagai pemaparan
yang telah ada, ditegaskan bahwa belum
semua Hakim lembaga peradilan umum
(judex factie maupun judex juris) yang
menangani perkara lingkungan hidup
menerapkan pertanggungjawaban mutlak
terhadap korporasi sebab kebakaran lahan
mengakibatkan  pencemaran/kerusakan
melampaui baku mutu/kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Ditegaskan pula bahwa ada 4 (empat)
kendala penerapan pertanggungjawaban
mutlak  terhadap  korporasi  sebab
kebakaran lahan mengakibatkan
pencemaran/kerusakan melampaui baku
mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup. Pertama, Pengadilan Negeri tidak
segera melakukan eksekusi atas putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap dan
pasti. Kedua, pasca adanya putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap dan pasti,
ada korporasi yang melakukan
perlawanan yang diindikasi  untuk
menunda maupun menghapus kewajiban
membayar ganti rugi atas kerugian
lingkungan hidup yang terjadi ke Kkas
negara. Ketiga, ada Pengadilan Negeri yang
mengabulkan perlawanan korporasi, yang
secara otomatis menganulir putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.
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Keempat, belum semua Hakim lembaga
peradilan umum berpegang teguh pada
ketentuan Pasal 88 dan berbagai asas
dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, serta
Doktrin In Dubio Pro Natura.

Terhadap berbagai kendala yang ada,

haruslah dapat ditemukan solusinya,
sehingga hukum dapat memberikan
kemanfaatan. Kemanfaatan akan

mendukung terwujudnya kepastian hukum
dan keadilan pada bidang lingkungan
hidup, yang tujuan akhirnya adalah
terjaminnya perlindungan hukum
terhadap hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat, yang merupakan hak
konstutisional dan HAM bagi setiap WNI.
Utiliarianism is a goal-based theory
which evaluates actions in terms of their
propensity to maimise goodness, however
this is defined. Hence, it takes the view that
our conception of what is right depends on
our conception of what is good, since a right
action is defined as on which produces more
good than any altenative. So that only if a
person has a conception of what is good, can
he or she have on of what is right. We can
distinguish three component in a Utilitarian
Theory. First, a claim about what makes
good stats of affairs good, and bad ones bad.
Such a claim should yield a principle for
ranking states of affairs, so that one can tell
which of any two given states of affairs is
better. This might be called the evaluative
component. Second, a claim to the effect
that the rightness or wrongness of an action
depends on the consequences it produces.
This might be dubbed the consequentialist
component. Third, a claim about who is to
be considered when estimating what the
likely consequences of an act will be. As
feminist tell us, it makes a great deal a
difference if women are considered as wll as
men. But what about the rights of children
to have their interest taken into account?
And as animal rights supporters remind us,
it would make a great deal of difference to
our moral evaluations if we considered the
interest of animal as seriously as we do
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those adults (Howard Davies, dan David
Holdcroft, 1991: 205-206).

Bentham is the leading authority in
the utilitarian school of thought that
teaches the greater happiness for the
greater part of the society. Utility, hence,
requires that law making and legal
institutions be designed to promote the
greatest happiness of the greatest number
of people (Daniel W., and Gebriel Hassen
Mohamed, 2008: 51). Menurut Jeremy
Bentham, sesuatu dianggap benar apabila
menghasilkan kebaikan (manfaat) yang
lebih banyak dari pada perbuatan yang
lainnya. Asas manfaat bisa digunakan
untuk membenarkan adanya undang-
undang sebagai alat kontrol negara guna
kepentingan umum  maupun guna
mencapai kebahagiaan.

Ada 7 (tujuh) solusi yang diajukan

guna penerapan pertanggungjawaban
mutlak  terhadap  korporasi  sebab
kebakaran lahan mengakibatkan

pencemaran/kerusakan melampaui baku
mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup. Pertama, Pengadilan Negeri segera
melakukan eksekusi terhadap korporasi
atas putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan pasti. Kedua, Hakim
lembaga peradilan umum menetapkan
putusan serta merta, dimana putusan
dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum (uitvoerbarr
bij voorrad). Ketiga, dalam putusan, Hakim
lembaga peradilan umum menetapkan
pembayaran uang paksa (dwangsom)
terhadap korporasi untuk setiap hari
keterlambatan pembayaran ganti rugi atas
kerugian lingkungan hidup, sebagaimana
yang telah diamanatkan Pasal 87 ayat (3)
UU Nomor 32 Tahun 2009. Keempat,
dalam perkara lingkungan hidup, Hakim
harus menjadi corong undang-undang,
dengan berpegang teguh pada ketentuan
Pasal 88 dan berbagai asas dalam UU
Nomor 32 Tahun 2009, serta Doktrin In
Dubio Pro Natura. Kelima, Pemerintah
bersama Legislatif segera merevisi Pasal 2
UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan
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memasukkan Doktrin In Dubio Pro Natura
sebagai salah satu asas. Keenam,
Pemerintah bersama Legislatif segera
merevisi guna mengharmonisasi Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal/UU Nomor 25 Tahun
2007, Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas/UU
Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 32
Tahun 2009, UU Nomor 39 Tahun 2014,
dan Undang-undang Nomor 40 Tahun
2014 Tentang Usaha Perasuransian/UU
Nomor 40 Tahun 2014, dengan mengatur
kewajiban korporasi mengasuransikan
kegiatan bisnisnya, sehingga jika dihukum
membayar ganti rugi atas kerugian
lingkungan hidup, tidak terkendala secara
finansial untuk membayar ke kas negara;
Ketujuh, membentuk suatu peradilan
khusus dibidang lingkungan hidup yang
berada dibawah Mahkamah Agung, dengan
perekrutan Hakim yang menguasai disiplin
[Imu Hukum, khususnya Hukum
Perusahaan dan Hukum Lingkungan.

SIMPULAN

Dalam hal diajukannya gugatan PMH
oleh KLHK diharapkan agar para Hakim
lembaga peradilan umum menerapkan

pertanggungjawaban mutlak terhadap
setiap korporasi, sehingga korporasi
membayar ganti rugi atas kerugian

lingkungan hidup yang terjadi. Faktanya,
belum semua Hakim lembaga peradilan
umum menerapkan pertanggungjawaban
mutlak  terhadap  korporasi  sebab
kebakaran lahan mengakibatkan
pencemaran/kerusakan melampaui baku
mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup. Ada 4 (empat) kendala dan 7

(tujuh) solusi guna penerapan
pertanggungjawaban mutlak terhadap
korporasi  sebab  kebakaran  lahan
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mengakibatkan
melampaui baku mutu/Kkriteria
kerusakan lingkungan hidup.

pencemaran/kerusakan
baku
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